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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan jalan batil, kecuali a’enéan Jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunult dirimu, sesungguhnya
Allah SWT adalah Mcha Penyayang kepadamu

(QS. An-Nissa’ : 29)



PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kebadirat Jlabi Ragbbi, ku persembabkan
karya ilmiab ini teruntuk :
Ayaﬁamfa dan Jbunda tercinta

yang telab memberikan herjuta-juta do'a serta kasib sayangnya yang tak dapat

dibalas dengan apapun kecuali dengan do'a.

Kakak-kakakku dan adikku tersayany :
Mha Atik, Pas PBgus, PMas Pan, Ffba Ani, Mas Jwan dan Wenny yang telab
| memberikan support dengan tidak henti-bentinya pada saya.
Sahabat-sahabatku tercinta :

9stiqomah, YVayuk Septimawati, Pei Robyati, Eva JM, Fitria Fidayati,
Umi Chasanab serta anak-anak MUR'99 yang tak dapat disebutkan

satu per satu, terima kasib atas motivasi kalian semua.

\Y



TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliteras.
berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menter; Pendidikan dan Kebudayaan
RI'NO. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 dengan beberapa penyesuaian, yaitu
sebagai berikut :
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B. Vokal
Vokal terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atay harkat,

yaitu fathah ditulis a, kasral i, dammah ditulis u.



2) Vokal Rangkal

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, yaitu farthah dan ya ditulis ai, fathah dan wau ditulis au.

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnva  berupa harkat dan hurul,
yaitu : fathah dan alif atau va ditulis &, kasrah dan ya ditalis 7, dammah dan weau
ditulis. G.
Ta Marbutah

1) Bila dihidupkan atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis t

0 ~ 0 &

contoh : JLab¥| 4;0}/) ditulis raudartul atfal.

2) Bila dimatikan atau mendapat harkat sukun ditulis h, contoh : d5db

ditulis talhah.

. Syaddah (Tasyid)

Syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : JSS ditulis nazzala.

Kata Sandang Alif Lam
1) Bila diikuti huruf gamariah, ditulis a/ contoh : /l/f;ﬁ ditulis al-galamuy
2) Bila diikuti huruf syamsiah, huruf lam  diganti dengan huruf syamsiah yang

2 -
bersangkutan. Contoh : J’,“J;\ ditulis ar-rajulu.

Vil




G. Singkatan

SWT . Subhanahu wata’ala

SAW : Salallahu ‘alaihi wasallam

QS : Qur’an surat

KUHPerdata . Kitab Undang-undang Hukum Perdata
B.wW . Burgerlijk Wetboek

t.t . Tanpa tahun

hlm : Halaman

dkk : Dan Kawan-kawan

r.a . radhiallahu ‘anhu

H. Penérjemah

Khusus penerjemah istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara
petiwayatan hadits sebagaimana yang terdapat pada sanad hadits (misalnya : ‘an,
haddatsand, akhbarand) dan yarg semacimnya dipakai simbol ¢ dengan

malksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadits.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur’an, sebagai dasar semua hukum Islam menyatakan bahwa Allahlah
pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi mi. Namun hal ini tidak berarti
bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk diri-Nya sendiri,
sebagaimana ditcrangkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 29 yaitu:
z - 0° A 7 @
( Y? 1ol co..... \5/’-10.;' ubff}“é\; ;@Q ;}B-QS.U\};A

Artinya : “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu....”(0Q.S.al-Baqarah: 29)."

Ayat ini menerangkan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah swt itu

dimiliki secara kolektif oleh seluruh umat manusia.’

Kata milkiyah itu asalnya dari milk, sedangkan malakah asalnya dari
malakiyah yang 1aaknanya adalah milik. Milik menurut arti /ughah ialah:
“memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya”. Sedangkan
menurut istilah, milik ialah:”suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut
syara’ yang membenarkan si pemilik ikhtishas itu bertindak terhadap barang yang

miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang”. Maksud dari definisi di atas

lDepag R, AJ-Qur an dan Terjemahnya , Toha Putra, Semarang, 1989, him.13.
2 MA. Manan, Teori dan Prakiek Ekonomi Islam, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997

hlm. 65.



lalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu)
memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik.?

Ketentuan mengenai hak milik ini telah dijalankan dimasa pemerintahan
khalifah Umar yang mengambil kembali beberapa bidang tanah yang telah
diberikan Nabi SAW pada Bilal ibn al-Harits, semata-mata karena ia (Bilal) tidak
memanfaatkan semua lahan yang diberikan oleh Nabi. Dalam Islam, untuk
melmilikj harta benda secara sah ini diatur dalam Q.S.An-Nisa’ ayat 29:

§yows O 01 W Yy o2 fSTaT ST Y 1 a2

Z o /0/}/:./:.‘00;0“/{9/ }Iiz/zo,o P

e sdly bz oS3 O dll O M\ | a5 'yj&i;gu;g\;y
Artinya : “[ai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mel;zc;kan harta
sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan permiagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.Dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang

kepadamu. " (Q.S.An-Nisa : 29).” :
Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, semua tindakan untuk
memperoleh harta benda dengan cara-cara melawan hukum itu dilarang, karena
hal semacam ini pada akhirnya akan merusak suatu bangsa. Demikian pula halnya

bila mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara yang

tercela seperti penyuapan dan kesaksian palsu adalah snatu perbuatan melanggar

hukum.

3 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Iigh Muamalah, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997,

him. 11.
4 Depag RI, Op.Cit,him. 122.



Untuk memperoleh harta, dalain Islam disyari’atkan usaha-usaha yang
halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri dan masih banyak lagi
usaha-usaha lainnya. ’

Karena masyarakat cenderung bergerak kearah materi, banyak orang
berpaling pada cara penipuan, monopoli dan riba untuk menambah kekayaanny‘a.
Syari’at memberikmn kekuasaan penuh pada ncgara untuk menghukum kegiatan-
kegiatan yang tidak jujur. Dengan cara mi Islam dapat mempertahankan
keseimbangan dalam menggunakan harta benda.®

Dalam Islam dikenal berbagai cara untuk memperoleh hak, antara lain
melalui : Jual beli, tukar menukar, infaq, sedekah, hadiah, wasiat, wakaf, warisan,
hibah, zakat dan ihyaul mawat’.

Satu cara lain untuk memperoleh hak milik yang dikenal dalam Islam adalah
melalui ghanimah atau harta rampasan perang. Kemudian upah (wrah, ajrun)
juga merupakan salah satu cara seseorang untuk mg:ndapatkan hak. Dengan

melakukan satu prestasi, seseorang memperoleh imbalan pembayaran, baik

berupa uang, maupun benda lainnya.
Sedangkan dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia hak milik

merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan

5 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,

2003, him. 59.

6 MA Manan, Op. Cit., him. 70.
"Adijani  Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, him. 17.




yang lain. karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan
menguasainya dengan sebebas-bebasnya.®

Dalam konsideran KUHPerdata (BW) dijelaskan bahwa tiap- tiap hak milik
harus dianggap bebas adanya, karena barang siapa membeberkan mempunyai hak
atas kebendaan milik orang lain, ia harus membuktikan hak itu. Tiap-tiap pemilik
sesuatu kebendaan berhak untuk menuntut kepada siapa pun juga yang
menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya.

Sedangkan tata cara memperoleh hak milik dinyatakan bahwa hak milik
tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan. Dan segala
apa yang melekat pada sesuatu kebendaan itu adalah milik orang yang menurut

ketentuan-ketentuan tertentu dianggap sebagai pemiliknya.’

Pasal 584 KUHPerdata secara terbatas menyebutkan lima macam cara untuk

memperoleh hak milik, yaitu : dengan pemilikan, karena perlekatan, karena
daluwarsa, karena perwarisan baik menurut undang-undang maupun menurut
surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas sesuatu
peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik oleh seseorang yang berhak
berbuat bebas terhadap kebendaan itu. 10

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka maka terdapat persamaan
dan perbedaan dalam hal perolehan harta benda antara KUHPerdata dan hukum

Islam. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk meneliti apa yang dituangkan

8 Ibid,, .hlm. 19-20.
R Subekti dan Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita,

Jakarta, 1999, him. 171.
10 A dijani Al-Alabij, Op. Cit, him. 20,




dalam skripsi dengan judul: “CARA-CARA MEMPEROLEH HAK MILIK (Studi

Komparatif antara KUHPerdata dan Hukum [slam)”.

B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul di
atas, maka perlu kiranya penulis menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang
dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:
1. Hak Milik

Hak milik ialah hak yang dimiliki seseorang atau lainnya untuk
memegang atau mengambil keuntungan dari suatu venda yang berada dalam
kekuasaannya, seolah-olah benda itu milik sendiri. "'

2. Studi Komparatif

Berasal dari bahasa Inggris yaitu (o comparate yang artinya
membandingkan atau memperbandingkan, memadukan (menyamakan) dua
benda (hal dan sebagainya) untuk mengetahui persamaan atau selisihnya.'?

3. KUHPerdata (B.W)

Yaitu suatu terjemahan dari Burgerlijk Wetboek yang merupakan sebuah
kitab undang-undang berasal dari zaman pemerintahan Belanda dahulu, kitab
mana demi Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar Sementara harus kita

warisi dengan segala cacat dan celanya, tersusun dalam bahasa Belanda yang

1" gudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, him. 155.
12 WwJS. Purwadarminta, Pelaksanaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

1995, him. 965.




berisi 1993 pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum perdata yang
masih berlaku bagi sebagian penduduk negara kita.'*
4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan
untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur’an, Hadits
Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang berkembang
disuatu masa dalam kehidupan umat Islam. "

Dari pengertian beberapa makna istilah diatas, maka dapat kita pahami
arti keseluruhan bahwa yang dimaksud dari serangkaian judul diatas adalah
suatu penelitian yang membahas mengenai cara perolehan hak milik dengan

membandingkan antara KUHPerdata dan hukum Islam.

C. Rumusan Masaiah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis dapat
merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana cara-cara memperoleh hak milik menurut KUHPerdata dan hukum
Islam ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan cara-cara memperoleh hak milik

menurut KUHPerdata dan hukum Islam ?

13 R Subekti dan Tjitrosudibyo, Op.Cit., him. VI.
4 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hulum Islam, Jilid 11, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,

1996, him. 575.




D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan antara lain:
a. Untuk menjelaskan pengertian hak milik
b. Untuk mengetahui bagaimana cara-cara memperoleh hak milik menurut
KUHPerdata dan Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
a. sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu
hukum, khususnya mengenai hak kepemilikan
b. Untuk menambah wacana dan pengetahuan tentang cara-cara memperoleh
hak milik menurut KUHPerdata dan hukum Islam bagi penulis khususnya
dan bagi pembaca pada umumnya
c. Sebagai informasi baru dalam dunia kepustakaan mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hak milik.

E. Telaah Pustaka
Literatur tentang hak milik sebenarnya telah banyak disajikan, adapun
buku-buku yang membahas tentang hak milix dan cara perolehaunya terdapat.
diantaranya dalam buku karya dari Ghufron A Mas’adi yang berjudul Figh
Muamalah Kontekstual, mengemukakan bahwa milik  (al-milk) secara bahasa

berarti pemilikan atas sesuatu (al-mal, atau harta benda) dan kewenangan



bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian milik merupakan
penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai
kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan hak
milik adalah suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya
kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu schingga ia mempunyai kewenangan
mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak
menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Hak milik (milkiyah) dapat diperoleh
melalui beberapa sebab diantaranya /hraz  al-Mubahat (penguasaan harta bebas),
al-Tawallud minal mamluk (anak pinak atau berkembang biak), al-Khalafiyah
(penggantian), dan al-‘Aqd (akad). Akad im merupakan pemilikan yang paling
kuat yang berlaku dalam kehidupan manusia. B

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul /igh Muamalah
mengemukakan bahwa hak itu ialah suatu ketentuan yang digunakan oleh Syara®
untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Sedangkan milik
didefinisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’
untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada
penghalang syar’i. Jadi yang dimaksud dengan hak milik ialah hak seseorang
untuk memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, dan orang tersebut bebas

bertindak terhadap benda itu, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik oleh

5 Ghufron A. Mas'adi, [igh Muamalah Koniekstual, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2002, him. 53.




pemiliknya sendiri maupun dengan perantara orang lain dengan syarat tidak

menimbulkan kesulitan bagi orang lain."®

Helmi Karnm dalam bukunya yang berjudul Figh  Muamalah
mengemukakan bahwa hibah juga merupakan perpindahan hak milik, ini terjadi
apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti
sipemberi itu menghibahkan harta miliknya. Hibah mestinya dilakukan oleh
pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima dikala ia masih hidup, dan
transaksinya harus bersifat tunai dan langsung sebab hibah merupakan pemberian
yang murni bukan mengharapkan pahala dari Allah SWT." Karena llibe;h
merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik,
maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah
dihibahkannya.

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Figh Sumnah Jilid 13,
mengemukakan bahwa barang temuan (a/-Lugathah) dapat menjadi hak milik
penemu barang tersebut. Bagi orang yang menemukan Bérang temuan, ia
berkewajiban untuk memeliharanya seperti memelihara barang milliknya sendid.
Barang tersebut berada padanya sebagai barang titipan dan ia tidak berkewajiban
menjamin jika terjadi kecelakaan, kecuali dengan sengaja. Kemudian setelah itu
ia berkewajiban mengumumkannya selama satu tahun dan jika setelah satu tahun

tidak ada yang mengaku, maka halal baginya memanfaatkan barang tersebut baik

dia orang kaya maupum miskin. 18

16 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, him. 32.
17 Helmi Karim, /igh Muamalah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, him. 73.
¥ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 13, PT Al Ma’arif, Bandung, 1987, him. 90,
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Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdatc;,
mengemukakan babwa hak milik (eigendom) adalah hak yang paling sempuma
atas suatu tenda. Seorang yang mempunyai hak eigendom (milik) atas suatu
benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan,
memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar Undang-undang atau
hak orang lain. Eigendom dapat diperoleh dengan jalan pengambilan, (natrekking)
yaitu jika suatu benda bertambah besar atau berlipat karena perbuatan alam,
melalui verjaring (lewat waktu), melauli pewarisan dan penyerahan (/evering)
berdasarkan suatu titel pemindahan hak yang berasal dari seorang yang berhak
memindahkan eigendom ®.

Subekti dan Tjitrosudibyo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-
undang Hukum Perdata mengemukakan bahwa hak milik adalah hak untuk
menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas
terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditctapkan olch suatu
kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang
lain?’ Hak milik atas suatu kebcndaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain,
melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena
perwarisan, baik menurut Undang-undang maupun menurut surat wasiat dan

karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk

19 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2002, him. 71.
2 gybekti dan Tjitro sudibyo, Op.Cit.,, him. 171.
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memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas
terhadap kebendaan itu.?!

Soedharyo Soimin dalam bukunya yang berjudul Hukum Orang dan
Keluarga mengemukakan bahwa hibah atau memberikan sesuatu kepada orang
lain sebagai perbuatan hukum juga merupakan perpindahan hak milik atau cara
untuk memperoleh hak milik. Hibah itu sendiri harus ada suatu persetujuan dan
dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup serta diberikan secara cuma-cuma.
Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, sedangkan
penghibahan untuk yang kemudian adalah tidak sah dan dianggap batal .

Sedangkan Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim dalam bukunya yang
berjudul Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum
mengemukakan bahwa hak ialah peranan bagi seseorang atau suatu pihak
(pemegangnya) untuk bertindak atas sesuatu yang menjadi objek dari haknya itu

terhadap orang lain. Milik ialah objek hak yang berupa sesuatu yang bersifat

materil atau kebendaan. Dengan demikian jelaslah bahwa hak milik itu
merupakan hak kebendaan, yakni hak yang objeknya adalah benda atau yang
dipersamakan dengan benda. Seperti yang kita ketahui, sebagai salah satu dari
sekian banyak hak kebendaan, hak milik merupakan hak kebendaan yang terkuat
dan terpenuh diantara hak-hak kebendaan lainnya. Dikatakan demikian karena
pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap barang miliknya itu,

misalnya baik memakai atau menguasainya  sendiri maupun  menjual,

2 Ibid,, him. 174. . .
2 goedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, jakarta, 2002, him. 89.
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menyewakan, meminjamkan kepada pihak lain bahkan sampai merusakkan atau
memusnahkan benda miliknya tersebut pun secara yuridis tidak dilarang
sepanjang tidak mengganggu dan tidak merugikan kepentingan orang lain.2
Karena itulah hak milik merupakan satu-satunya hak kebendaan yang langgeng,
dan setiap orang dapat menikmati manfaat harta benda yang telah menjadi

miliknya sampai kapan saja sepanjang hak tersebut tidak dialihkan kepada orang

lain.

F. Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam pcnelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat
studi kepustakaan atau Library Research yaitu jenis penelitian yang objek
utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok

pembahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.!

2. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini

adalah metode dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti

notulen rapat, agenda dan sebagainya.”

3 pymadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, Hak milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan

Falsafah Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, him. 10.

% 1pid., him. 236.
% Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiek, Edisi Revisi-II

Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 236.
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3. Sumber Data

~

a.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :
Sumber data primer
Yakni sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan
pertama. Hal ini berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun
peninggalan lainnya*
Adapun sumber data primer yang penulis gunakan adalah Al-Qur’an

dan terjemahnya, kitab-kitab Hadits, dan KUHPerdata.

Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis ambil dari buku atau kitab
lain yang mendukung permasalahan yang  dikemukakan. Yang termasuk
data sekunder dalam penclitian ini adalah buku atau catatan-catatan yang
menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk
lebih menguatkan sumber data penelitian dan dapat menunjang

terselesaikannya penulisan tersebut seperti makalah, diktat, dan lain

sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penulis

menggunakan beberapa metode berfikir antara lain:

-

% \yinarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah, Tarsito, Bandung, 1982, him. 134.
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a. Content Analysis

Content analysis diartikan sebagai analisis isi atau kajian isi.?’
Sementara analisis atau kajian isi sendiri diartikan sebagai tekhnik apapun
yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan

karakteristik pesan, dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.?®

b. Komparatif

Yaitu cara berfikir cara berusaha mencari pemecahan melalui
analisis tentang hubungan sebab akibat, vakni faktor-faktor tertentu yang
berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan

membandingkan suatu faktor dengan yang lainnya.”

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka

penulis membuat sistematika penulisan dengan uraian sebagai berikut :
BAB [ Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah

penegasan istilah, perumusan masalah, twuan dan manfaat penelitian, telaah

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II Bab yang menguraikan tentang hak milik menurut KUHPerdata
yang meliputi pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum, hak dan

kewajiban pemilik, dan cara-cara memperoleh hak milik.

7 Hadari Nawawi, Metode Penclitian  Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press

Yogyakarta, 1998, him. 68.
B 1pid him. 13-14.
2 \Winamo Surakhmad, Op. Ci.. him. 143.
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BAB 1l Bab yang menguraikan tentang hak milik menurut hukum Islam
yang meliputi pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum hak dan kewajiban
pemilik, dan cara-cara memperoleh hak milik.

BAB IV Bab imi menguraikan tentang analisa komparatif terhadap cara-cara
memperoleh hak milik menurut KUHPerdata dengan hukum Islam yang meliputi
persamaan dan perbedaan cara-cara memperoleh hak milik

BAB V Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan

kata penutup.
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BAB II

HAK MILIK MENURUT KUHPerdata s

A. Pengertian
Hak milik sebagaimana dijelaskan dalam kamus hukum ijalah hak yang
dimiliki ~ scscorang atau lainnya  untuk memegang  atau mengambil Keuntungan
dari suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, seolah-olah benda itu milik

sendiri. !

Sedangkan  pengertian  hak milik menurut pasal 570 KUHPerdata
adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan
untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya
asal tidak Dbersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang

ditetapkan ' oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak

mengganggu  hak-hak orang lair, kesemuanya itu dengan tak mengurangi

kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas
ketentuan undang-undang dan dengan pembiayaan ganti rugi. 2

Definisi hak milik menurut KUHPerdata ini meliputi barang bergerak
dan barang tak bergerak, hak milik merupakan hak utama dan terkuat yang
dapat dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang bebas mempunyai hak

milik dan setiap hak milik diakui serta dilindungi oleh undang-undang, 3

.
IGudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, him. 155. |
2gubekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita,

171. . ' |
R e Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 1999,

3 Abdulkadir
him. 73.

16
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Sebagai hak kebendaan yang terkuat, hak milik juga merupakan satu

satunya hak kebendaan yang langgeng. Akibatnya setiap orang dapat sampai

kapan saja atau lebih tegas lagi seumur hidup dapat menikmati manfaat hart
arta
benda itu tidak dialihkan kepada orang lain. Bahkan bila orang tersebut telah

nlCl]inggilI dlllliu *i(.‘l(illil)lll\ hak il
. N ]tll\ Illllll\ ‘ll‘lg RC HIH
ity . !..'L‘Il] h'“('l hCll ¢ . [
O e dd yang

ditinggalkannya dengan sendirinya beralih kepada ahli waris atau para ahli

warisnya. *

Dalam KUHPerdata ini, yang diatur ~ hanyalah hak milik atas benda
selain mengenai tanah, bentuk-bentuk hak milik lainnya seperti hak milik atas

tanah tidak termasuk dalam KUHPerdata. Selanjutnyanya hak milik atas tanah
itu lalu menjadi objek dari hukum agraria dan tidak lagi merupakan hubungan

keperdataan, dan hak eigendom atas tanah ini di dalam UUPA disebut dengan

hak milik yang cara memperolehnya, ~ peralihannya atau pemindahannya,

pembebanannya, hapusnya dan lain-lain  berlainan  dengan  menurut

KUHPerda’ta.5
Da-i rumusan pengertian yang dikemukakan di atas dapat  disimpulkan

bahwasanya hak milik adalah merupakan hak untuk menikmati suatu benda

dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya

baik itu menjual, menyewakan, meminjamkan kepada orang lain bahkan sampai

merusakkan atau memusnahkan  benda miliknya tersebut sepanjang  tidak
mengganggu Ketertiban dan tidak merugikan kepentingan orang lain.

an Ridwan Halim, Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan

donesia, Jakarta, 1982, him. 11.

4purnadi Purbacaraka d

Falsafah Hulkum,Ghalia I
5Ibid, him. 41.
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B. Dasar Hukum

Hukum Perdata di Indonesia adalah hukum perdata yang berpedoman
pada KUHPerdata barat (Belanda) yang disebut dengan B.W. Di samping
KUHPerdata, hukum perdata Indonesia itu meliputi juga perundang-undangan
hukum perdata buatan pembentuk Undang-undang Republik Indonesia, misalnya
Undang-undang Pemerintah No. 1 Tahun 1974, UUPA No. 5 tahun 1960 dan
Kep.Pres No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan
Penyelenggaraan Catatan Sipil. °

Sumber hukum perdata di Indonesia ini ada dua yaitu sumber dalam arti
formal dan sumber dalam arti material. Sumber dalam arti formal ini menunjuk
pada sejarah asalnya dan pembentukannya, sedangkan  sumber dalam arti

material itu menunjuk pada tempat.

Sumber dalam arti “sejarah asalnya”, hukum perdata adalah hukum

perdata  buatan pemerintah  kolonial Belanda yang terhimpun dalam B.W

(KUHPerdata). Berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, B.W (KUHPerdata) itu

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan Undang-undang baru

berdasarkan UUD 1945.

Sumber dalam arti “pembentuknya” zdalah pembentuk Undang-undang

berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh rakyat Indonesia, yang di

dalamnya termasuk juga aturan peralihan. Atas dasar aturan peralihan itu, B.W

__—_—/
Py . . " . . .
6Abdul Kadir Muhammadi, Hukum Perdata Indonesia., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,

hlm. 6
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(KUHPerdata) dinyatakan tetap berlaku. Ini berarti pembentuk UUD Indonesi
esia

ikut menyatakan berlakunya B.W (KUHPerdata).

Sumber dalam arti material adalah sumber yang menunjuk pada tempat
Sumber dalam arti “tempat” adalah Staatsblad atau Lembaran Negara di mana
rumusan ketentuan Undané—undang hukum perdata dibaca oleh umum. Selain
itu, keputusan hakim yang disebut yurisprudensi juga termasuk sumber dalam
arti tempat di mana hukum perdata dibentuk oleh Hakimn dapat dibaca.

Sumber hukum  perdata dalam arti material umumnya  masih

peninggalan zaman kolonial dahulu, terutama terdapat dalam Staarsblad.

Sedangkan yang lainnya sebagian besar yurisprudensi Mahkamah Agung RI

dan sebagian kecil saja adalah Lembaran Negara RI yang memuat hukum perdata
a

nasional Republik Indonesia. ’

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga

negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain

Hukum perdata ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata

yang tertulis ialah hukum perdata scbagaimana  yang diatur  dala
¢ alam

KUHPerdata, sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis itu ialah huk

adat. ®
Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata itu dibagi atas empat bidang

(bagian) :
1. Hukum Perorangan atau Hukum Badan Pribadi (Personenrecht)

-

71bid,, him. 13.

87 Soedew, Hula Liberty, Yogyakarta, 1981, him. 1.

.m Benda
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2. Hukum Keluarga (Familierecht)
3. Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht)

4. Hukum Waris (Erfrecht)
Pembagian hukum perdata yang demikian itu tidak sesuai dengan pembagian

KUHPerdata, KUHPerdata dibagi menjadi empat buku :

BukuI : Hukum Perorangan
Bukull : Hukum Benda

Buku III : Hukum Perutangan

BukulV : Hukum Bukti dan Daluwarsa. ’

Dalam buku II KUHPerdata inilah hak milik dan cara perolehannya itu diatur

karena hak milik merupakan suatu hak kebendaan.

Hak dan Kewajiban Pemilik

Dalam klasifikasi  harta kekayaan, salah satu jenis harta kekayaan

adalah barang, sebagai terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda

good. Barang adalah benda yang memiliki bentuk nyata (materi, wujud)

sehingga dapat dilihat atau dipegang. Karena itu barang disebut juga benda

materil atau benda berwujud, dalam bahasa Belanda  disebut lichamelijke zaak.

Dalam Bahasa Indonesia good diterjemahkan  dengan barang, dan lichamelijke

zaak diterjemahkan  dengan benda bertubuh, istilah barang itu sama dengan

benda materil atau benda berwujud atau benda bertubuh. Dalam konsep harta

kekayaan, setiap parang selalu ada pemiliknya, yang disebut pemilik barang,

9 Soedewi, Op.Cit, him2-

B sss———
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Pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak
milik, istilah hak milik itu sama dengan barang milik. '

Hak milik dahulu dipandang sebagai sungguh-sungguh “mutlak”, dalam
arti tak terbatas, tetapi dalam zaman terakhir ini dimana-mana timbul pengertian
tetang asas kemasyarakatan (sociale functie) dari hak tersebut. UUPA No. 5 tahun
1960 juga menonjolkan asas kemasyarakatan, hak milik itu dengan menyatakan
bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. ' §

Salah satu wujud fungsi sosial dalam penggunaan hak milik atas tanah
adalah pembatasan oleh hukum tetangga (burenrecht). Hukum tetangga adalah
hukum yang mengatur kewajiban dan hak orang terhadap bertetangga dalarr
penggunaan hak milik yang letaknya berdekatan, atau berdampingan atau hak
milik bersama. Pembatasan oleh hukum tetangga bukan berarti pengurangan

aan dan penikmatan hak milik seseorang, melainkan untuk mewujudkan

penguas
ketentraman  dan ketertiban bersama secara kekeluargaan  dalam hidup
bertetangga. Dalam KUHPerdata hukum tetangga diuraikan dalam pasal
berikut ini.

Pasal 626 KUHPerdata mewajibkan pemilik pekarangan yang letaknya lebih

rendah untuk membiarkan aliran air dari pekarangan yang letaknya lebih
tinggi. Pemilik pekarangan dilarang membendung  aliran air itu. Ketentuan
pasal ini mengatur aliran air akibat perbedaan letak tanah pekarangan.  Karena
sifat alamiah, bukan karena perbuatan manusia. Tentu saja aliran air yang

] 7.
105 hdulkadir Muhammad, Op.Cit., him. 3
11 gubekti, Op-Cit, him. 69
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menuju pekarangan  yang lebih rendah itu dimanfaatkan  sesuai dengan

peraturan, kepatutan dan kelayakan.

Pasal 667 KUHPerdata mewajibkan pemilik pekarangan memberi jalan keluar
ke jalan besar kepada tetangganya yang mempunyai pekarangan di tengah atau
dibelakang. Pasal ini mengatur cara bagaimana seharusnya orang yang tinggal
dipckarangan bagian bclakang diberi jalan keluar.  Kcadaan ini masih - banyak
dijumpai  di daerah pinggiran kota dan pcdgsaan. Sedangkan di daerah

pemukiman perkotaan keadaan semacam ini sudah diatur sesuai dengan tata

bangunan pemukiman dengan menyediakan jalan khusus yang terbuka bagi

umum.

Pasal 666 KUHPerdata memberi hak kepada pemilik  pekarangan untuk

menuntut tetangga sebelahnya supaya memotong dahan pohon yang menjulang

ke atas pekarangannya (ayat 2). Pasal ini mengatur bagaimana pemilik pohon

pekarangan seharusnya berbuat, sehingga sampah pohon tidak mengotori dan
pohonnya tidak membahayak
ukum, kebiasaan buah yang jatuh ke pekarangan tetangga menjadi

an tetangganya. Apabila pohon itu berbuah, maka

menurut b

ik tetangga, dan orang Jain tidak boleh mengambilnya dengan masuk

hak mil
pekarangan tanpa izin.

Dari uraian pasal-pasal di atas mengenai hak dan kewajiban pemilik,
tidak dapat berbuat sewenang-wenang lagi dengan hak milik kita

maka kita
i bahwa kepentingan perseorangan atau pribadi itu akan

sendiri, tapi tidak berart

ntingan umum (masyarakat). Bila ada keseimbangan antara

terdesak oleh kepe

125 hdulkadir Muhammad, O¢- cif, him. 43.
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kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, maka akan terwujud

ketentramar: dan ketertiban bagi pemuilik itu sendiri maupun bagi orang lain.

D. Cara-cara Memperoleh Hak Milik

Pasal 584 KUHPerdata sccara terbatas menyebutkan lima macam cara

untuk memperoleh hak milik, yaitu :
1. dengan pemilikan
2. karena perlekatan

3. karena daluwarsa

4. karena pewarisan,  baik mcnurut undang-undang maupun menurut surat

wasiat

dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas sesuatu peristiwa

perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang

berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.
Tata cara dan ketentuan lainnya mengenai memperoleh hak milik ini  diatur

lebih lanjut dalam pasal 585 sampai dengan pasal 624 KUHPerdata. Misalnya

cara memperoleh hak milik atas kebendaan bergerak yang bukan milik

siapapun juga, cara memperoleh hak milik binatang  buruan atau perikanan, cara

mendapat hak milik atas sesuatu harta karun, dan sebagainya. "

Cara memperoleh hak milik dengan pemilikan ini diatur dalam pasal.

585.587 KUHPerdata, yang dimaksud dengan pemilikan ialah benda-benda

res nullius) kemudian di dapatkan dan diakui oleh

yang tidak ada pemiliknya (
Perwakafan Tanah di Indonesia., RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

13 dijani Al-Alabij,

him. 20.
141pjcd, hlm. 21.
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orang yang '
g yang mendapatkannya itu sebagai miliknya, orang yang
‘ , Ore » mengakui  ini
- .
empunyai hak milik atas benda tersebut. " Dalam KUHPerda
erdata pasal 585

disebutka D« il y g Se] I |

milik siapa-si j
siapa-siapa pun juga adalah pada orang  yan
g pertama-tama

mengambilnya dalam kemilikann »16
ya. Contoh cara mem
peroleh hak milik

dengan pemilikan ialah berburu binatang di hutan bebas
, menangkap ikan

dilaut a i
1 tau sungai, mendapatkan harta karun. Ientang contoh cara me
Inperoleh

hak milik dengan pemilikan telah disebutkan dalam pasal-pasal :

Pasal 586 :

“Hak memiliki segala binatan
g buruan atau segala peri
mata pada orang Yyang memiliki tanah, din%ana plfir;l;?;;gn ,bﬁilah S
an atau air

perikanan itu berada”.

Pasal 587 :
“Hak milik atas sesuatu harta karun, adalah
1l Uz , oran ]
tanah miliknya sendiri. Apabila harta karun itu %litye?r:ﬁkz:necrlr'l utl:mahya a
.- 1 ili
ahnya adalah mulik yang menemu, dan seter;ngam{h

orang lain, maka seteng

Jain, milik si pemilik tanah.
Yang dinamakan harta karun ialah segala kebendaan tersemb
embunyi

atau terpendam, yang mana tiada seoran
L . g pun da ulktik
milik ;t;erhadapnya dan yang diperdapatnya karep::;c kn;)emb an hak
mata”. ' ebetulan  semata-
Hak milik yang diperoleh karena perlekatan ini diatur dalam pasal
asal 588-
605 KUHPerdata. Perlekatan ialah memperoleh  benda itu karena b
a benda itu

mengikuti benda yang lain. '®

ammad., op.Cit, him. 140.

15 Apdulkadir Muh
sudibiyo, Op.CiL. him. 174.

16 Sybekti dan Tjitro
Op.Cit, him. 63.

YIbid,
18 g1 Soedewi,
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Perlekatan (natrekking) menurut pasal 5838 KUHPerdata adalah segala

apa yang melekat pada sesuatu kebendaan, atau yang merupakan sebuah tubuh

dengan kebendaan itu, adalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan

tercantum dalam pasal-pasal berikut, dianggap sebagai pemiliknya.
Pasal 589 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap pulau besar atau kecil
yang ada di pertepian sungai yang tak dapat dilalui dengan perahu atau getek

maka pulau itu adalah milik dari pemilik tanah di tepi sungai dimana pulau itu

berada.
Pasal 590 KUHPerdata menyebutkan bahwa sebuah bengawan atau sungai jika

alirannya memotong tanah di tepinya schingga menyebabkan  munculnya

sebuah pulau, maka pulau itu adalah milik dari pemilik tanah itu.

Pasal 601 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap bangunan yang didirikan di

atas pekarangan adalah  milik dari pemilik pekarangan tersebut, asalkan

bangunan itu melekat menjadi satu dengan tanah pekarangan. "

Pemilikan karena daluwarsa dalam KUHPerdata ini diatur dalam buku
IV, yang dimaksud dengan daluwarsa menurut pasal 1946 KUHPerdata ialah

suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan
dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan
oleh undang-undang. 20 yndang-undang membedakan antara daluwarsa barang
bergerak dan barang iak bergerak. Pada barang bergerak berlaku asas siapa yang
menguasai barang bergerak, dialah yang dianggap sebagai pemiliknya (pasal 1977

» , .
19gbekti dan Tjitrosudibi Op.Cit, him. 175-17

207pid. hlm. 490.
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ayat (1) KUHPerdata). Dengan demikian, pada barang bergerak tidak dikenal
daluwarsa, undang-undang menentukan tenggang ‘vaktu daluwarsa hak milik

Hal ini diatur dalam pasal 1963 KUHPerdata, yang menyatakan :
(a) orang yang menguasai barang tak bergerak dengan iti i
ang T gan itikad baik b
alasan hak yang sah, menjadi pemilik setelah lampau tenggange\rzszskta;k;g

tahun.
(b) orang yang menguasai barang tak bergerak dengan itikad baik, walaupun

tanpa alas hak, menjadi pemilik setelah lampau tenggang waktu 30 tahun
Dengan habisnya tenggang waktu tersebut, hak milik lenyap dan yang

menguasai barangnya menjadi pemilik baru. Tentu saja supaya daluwarsa itu

berlaku diperlukan syarat-syarat :
(a) barang itu dikuasai dengan itikad baik
(b) penguasaan tersebut berlangsung terus menerus tanpa terputus

(c) selama penguasaan berlangsung, tidak pernah ada tuntutan. !

Perolehan hak milik karena pewarisan menurut undang-undang atau

menurut surat wasiat, ini diatur dalam bab ke XII dan bab ke XIII buku II

KUHPerdata. Menurut pasal 830 KUHPerdata pewarisan itu berlangsung bila
ada kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seseorang anggota keluarga

misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta
kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian
itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. * Jadi yang dimaksud dengan

hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya

I
21 o pdulkadir Muhammad, Op.Cit, him. 60.

2 1pid, him. 266.
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harta warisan dengan pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang
yang ditunjuk.

Sistem kewarisan  yang dianut oleh KUHPerdata  adalah sistem
kewarisan individual bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut
pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik
harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. **

Hukum waris di satu sisi itu berakar pada keluarga dan disisi lain berakar pada
harta kekayaan. Berakar pada keluarga, maka orang itu berhak mewarisi

karena ia mempunyai hubungan perkawinan, hubungan darah (leluhur atau

keturunan) dengan pewaris (peninggal warisan). Berakar pada harta kekayaan ,
pewaris pemnah mengadakan ketentuan mengenai harta kekayaannya apabila ia

meninggal dan menunjuk orang tertentu sebagai yang berhak atas sebagian

harta kekayaannya melalui suatu wasiat (festament).
Apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang

wasiat tersebut harus tertulis  dan berisi pernyataan  mengenai apa  yang

dikehendaki pewaris setelah ia meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada

pasal 75 KUHPerdata yang menyatakan bahwa testament adalah

ketentuan

suatu alta yang memuat pernyataan seseorang, tentang apa  yang
dikehendakinya ~akan terjadi  setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya
dapat dicabut kembali.

Pewaris pembuat surat wasiat (testament) harus mempunyai budi akal

(pasal 895 KUHPerdata), artinya tidak sakit ingatan, tidak sakit berat yang

I

Bypid , him. 269.
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mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar.  Surat wasiat (festament)
ment

tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli i
1 waris

(legiteme portie, pasal 913 KUHPerdata).
Berdasarkan pasal 875 KUHPerdata, surat wasiat dapat dibedak
an

menjadi dua jenis, yaitu :
a) surat wasiat menurut bentuknya

Menurut pasal 931 KUHPerdata, ini ada tiga macam :
1. surat wasiat olografis

2. surat wasiat umum

3 surat wasiat rahasia atau tertutup

b) surat wasiat menurut isinya

1. surat wasiat pengangkatan waris (erfstellingi)

2 surat wasiat hibah (legaat)

Surat wasiat dapat dicabut kembali oleh pewaris, dan pencabutan wasiat
’ a

ini dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam. Apabila
wasiat dicabut dengan tegas, maka menurut pasal 992 KUHPerdata pencabutan
itu harus dengan surat wasiat baru atau dengan akta Notaris khusus, dengan

mana pewaris menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya

Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam, menurut pasal

atau untuk sebagian.

UHPerdata wasiat yang bart ¥
wasiat terdahulu sepanjang  tidak dapat di sesuaikan

994 K ang tidak dengan tegas mencabut wasiat

terdahulu, membatalkan
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engan Kketetapan wasia u
d k t yang baru, atau sepanj i
g X panjang wasiat yan
g terdahulu

bertetangan dengan wasiat yang baru. **

All aris adall h scll { y y ¥ o :
gg an

pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Dalar 1
. n pasal 833
2 .
yat 1 KUHPerdata dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendiri
S nairinya

meninggal dunia (pewaris). Dalam pasal 874 KUHPerdata juga dinyatak bah
an bahwa

segela harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekali
ekalian

ahli warisriya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan serta '
wasiat

tidak diambil suatu ketetapan yang sah. =

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam undang-undang yaitu ahli
ahli

waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah (ahli i
warls ab
intestato), dan ahli waris berdasarkan surat wasiat (ahli waris testamentair). Ahli
air). 1

waris ab intestato diatur dalam pasal 832 KUHPerda :
ta, pasal ini men
yatakan

bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah dan i
1stri

. an -+ hid N
(suami) yang masi up dan jika ini tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli
waris adalah negara.

Keluarga sedarah yang berhak mewarisi ini digolongkan menjadi empat
pa

golongan berikut ini

1. anak, atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup.

2 Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris.

S

2spidl, him. 271277
25 Ipid., him. 282.




30

3. nenek d i
an kakek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus keatas (pasal 853
sa

KUHPerdata)

KUHPerdata). *
Menurut ketentuan pasal 838 KUHPerdata, yang dianggap tidak
< aK patut

menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah :

1. mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh
unuh atau

mencoba membunuh pewaris

2 mercka yang den I
) gan putusan hakim dipersilz
ahkan den
gan fitnah

mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahat
an yang

diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman
yang

lebih berat

mereka yang dengan kekerasan telah mencegah  pewaris membuat
uat atau

mencabut surat wasiat.

4. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat i
wasiat

pewaris. Z
Penyerahan (levering) ini merupakan cara memperoleh hak milik yang

penting dan yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Menurut hukum

perdata yang dimaksud dengan penyerahan ialah penyerahan suatu benda oleh

namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini
ini

pemilik atau atas

memperoleh hak milik atas benda itu. 28

S
% [bid., him.284
271pid, him. 298
28 grj Soedewi,

Op.Cit, him. 67
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Dalam hukum harta kekayaan, penyerahan adalah pengalihan hak milik

" . -
u penguasaan atas barang dari pemilik kepada pihak lain karena perikatan,
sehingga pihak lain tersebut memiliki atau menguasai barang itu. T

] itu. Tanpa

perikatan lebih dahuluy, tidak mungkin ada penyerahan barang. Perikat dal
. atan adalah

hubungan hukum yang menjadi dasar  (alas hak) perbuatan  penyerahan,
hubungan hukum ini bersifat obligator artinya baru dalam taraf menciptakan
kewajiban dan hak, belum mengalihkan hak milik atau penguasaan atasbarang
Untuk itu masih harus ada perbuatan penyerahan barang sebagai pelaksanaar;
perikatan (perjanjian atau undang-undang). Dalam konsep penyerahan terdapat
dua obyek yang dialihkan, yaitu hak milik atas barang atau penguasaan atas
barang. Dua obyek ini tergartung dari jenis perikatan yang mendasarinya.
Perikatan yang berupa perjanjian ada dua jenis, yaitu perjanjian yang sengaja
diadakan untuk mengalihkan :
() hak milik atas barang, misalnya pada jual beli, tukar menukar, hibah, hadiah
(b) penguasaan atas barang, sedangkan hak milik tetap pada pemiliknya,
misalnya pada sewa menyewa, pinjam pakai, penjaminan (gadai, hipotik). %°

Pengertian tentang penyerahan menurut sistem B.W dengan sistem Cod,
ode

Civil itu berbeda, menurut  Code Civil dalam hal jual beli, hak milik berpindah

pada saat perjanjian jual beli itu ditutup, sedangkan menurut sistem B.W suatu
W sua

perjanjian jual beli belumlah berpindah hak milik, tanpa adanya perbuatan
ua

penyerahan (Levering). 3

29 A pdulkadir Muhammad, Op.Cit, him. 50-51.
71

30 g bekti, Op.Cit, hlm.
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Jenis penyerahan tergantung pada benda yang akan diserahkan, yaitu
benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, dan benda tidak
bergerak. Penyerahan benda bergerak berwuwjud ini diatur dalam pasal 612
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penyerahan ini dilakukan dengan nyata

dari tangan ke tangan, dilakukan dengan penyeranan kunci gudang dimana

benda itu disimpan.
Penyerahan benda bergerak tidak berwujud ini diatur dalam pasal 613

KUHPerdata yang menyebutkan piutang atas nama (op naam) dilakukan

dengan cessie, yaifu surat pernyataan memindahkan piutang, disusul dengan

penyerahan surat piutangnya  atau dengan jalan  membuat akta autentik

Penyerahan benda tidak bergerak ini diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960

menurut undang-undang ini penyerahan benda tidak bergerak berupa tanah dan

yang melekat diatanya  dilakukan dengan akta autentik di muk‘a Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam pasal 584 KUHPerdata dinyatakan antara lain cara memperoleh

hak milik itu ialah karena penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata

untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang-orang yang berhak berbuat

bebas terhadap benda itu. Dari ketentuan ini dapat ditentukan syarat-syarat

untuk melakukan penyerahan, yaitu :
alah alas hak (titel)
zakelijk (kebendaan)

(1) harus ad

(2) harus ada perjanjian

n oleh orang yang berhak

(3) harus dilakuka
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(4) harus dengan penyerahan nyata. 3

Selain cara memperoleh hak milik seperti diatur dalam pasal 584
a

KUHPerdata, masih ada beberapa cara lain yang juga diatur diluar pasal 584
a

KUHPerdata, yaitu :

1.

Penjadian atau pembentukan benda (Zaaksvorming), ini diatur dalam 1
, pasa

606 KUHPerdata. Benda yang sudah dijadikan benda baru misalnya: k
: kayu

diukir menjadi patung. Orang yang dengan bendanya sendiri mejadikan ata
u

membntuk benda baru yang menjadi pemilik dari benda baru itu

Penarikan  buah (Vruchttrekking), diatur dalam pasal 575 KUHPerd
erdata

Bezitter yang dengan itikad baik dapat menjadi pemilik dari buah-buah
-buahan

atau hasil dari benda yang dikuasainya

t . srele Ly icri I B
Persatuan atau percampuran benda (Vereniging), ini diatur  dalam pasal 607

609 KUHPerdata. vaitu memperoleh  hak milik karena bercampurn
ya

beberapa macam benda kepunyaan beberapa orang

Pencabutan hak (Onteigening), misalnya penguasa dapat memperoleh hak

milik dengan jalan pencabutan hak, tetapi harus memenuhi syarat tertentu

perdasarkan undang-undang, harus ada kepentingan umum,

harus
dengan penggantian Kerugian yang layak
Perampasan (Verbeurdverklaring), diatur dalam pasal 10 KUHPerdata
uasa dapat memperoleh hak milik dengan

sebagai hukuman tambahan. Peng

jalan perampasan

Muhammad, Op. Cit, him. 156-157.

31 Apdulkadir




6. . .
Pencampuran harta (Boedelmenging), diatur dalam pasal 119 KUHPerd
erdata.
Suami atau istri dapat memperoleh hak milik disebabkan karena terjadin
ya

percampuran harta kekayaan dalam perkawinan mereka. Menurut Huk
: um

Perdata BW, dengan adanya perkawinan dengan sendirinya menurut hukum

terjadi pencampuran harta kekayaan

7 Pembubaran dari suatu badan hukum (Onthinding dari pada badan hukum)
um

diatur dalam pasal 1665 KUHPerdata. Jika pembnbaran dari suatu bad
an

hukum maka anggota badan hukum yang masih ada itu memperoleh harta
Al

kekayaan dari badan itu

8 Abandonnement, diatur dalam pasal 663 W.vK (KUHD) yaitu bah
wa

kapal-kapal dan parang-barang yang dipertanggungkan itu dapat

mengenai
serahkan saja pada si penanggung dalam hal : pecahnya

diabandonir atau di

kapal, karamnya kapal dan lain-lain. 2

mengenai cara-cara memperoleh hak milik dapat

Dari uraian di atas
disimpulkan bahwa cara untak memperoleh hak milik yang penting dan yang
alah melalui penyerahan. Dengan adanya

1jadi dalam msyarakat 1

paling sering te
aan atas benda berpindah kepada yang memperoleh

penyerahan, maka hak kebend

hak.

S
% g Soedewi, Op-C1h pim. 76-78-




BAB III

HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM ‘\<i;’iﬂq,‘:a',,:.a.’~s>x-'

A. Pengertian
K . . .
epemlllkan( 4-:§'L° ) berasal dari kata milik ( S ) yang b
ang berarti

endapatan s ¢ iberi
p patan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasik
. ;
asikan harta yang

dikuasai i
asai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperh
erhatikan s
umber

(pihak) yang menguasainya. 1
Milik (- I ) secara bahasa berarti pemilikan atas sesuatu (a/-M,
. al-Mal,

atau harta benda) dan kewenangan bertind
é ak secara bebas
¢ as terhadapnya. *

Sedangkan milik menurut istilah ialah svatu ikhtishas yang menghal '

lain. menurut syara’ yang membenarkan s ilik
i pemilik ikhtishas itu i
: bertindak

terhadap barang yang miliknya sekehendakn :

aknya, kecuali ada

penghalang.
di atas ialah sesuatu yang mencegah orang yang buk
ukan

Maksud dari definisi
watkan dan bertindak tanpa izin si pemilik. ?

pemilik barang (sesuatu) memant

Ada beberapa definisi tentang hak milik atau milkiyah yang disampaik
. ampaikan

oleh para fuqaha’, antara lain :
Jikan oleh Muhammad Musthafa al-Syalabi, hak
, ha

Pertama, definisi yang disamp

milik adalah keistimewaan (z’khlzfs/zas) atas suatu benda yan

g menghalangi pi

pthak

lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ber
— tasharruf

secara

Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tuj -

(juan, Magistra Insani

I'M. Irfan Syofiani,
Figh Muamalah Kontekstual, PT. Raj
. P1. RajaGrafindo Persad

a, Jakarta,

Yogyakarta, 2004, him. ‘
2 Ghufron A Mas’adi,

2002, him. 53.
3 M. Hasbi AS

1999, him. 11.

Pengantar Figh Muamalah, Pu e
. Pustaka Rizki P
utra, Semara

’ ng,

h Shiddieqy,
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’ ut 11 a -
l

an

pemiliknya b
ya bebas ber-tasharruf dan memanfaatkannya s
. epanjang tidak ad
a

halangan ’ ;
gan syara’. Ketiga, Musthafa Ahmad al-Zarqa mendefi
efinisikan milik |
!

adalah keisti i
cistimewaan (iftishas) yang bersifat menghalangi (
| orang lain)
syar ' .
yara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya ber-tash g
-tasharruf kecuali
menurut Wahbah al-Zuhaily, milik adalah

terdapat halangan. Keempat,

keistimewaan (ikhtishas) terhadap sesuatu yang menghalangi orang 1
ang lain darin
dan pemiliknya bebas melak "
ukan tasharruf secara 1
angsung kecuali
ada

Seluruh definisi di atas menggunakan term ihtishas seb
sebagai

halangan syar’l.

kata kunci milkiyal i ili
yah. Jadi hak milik adalah sebuah ikhti
ikhtishas (keisti

lmewaan)

prinsipnya atas dasar milkiyah seseorang mem : |
punyai keistimew: i
aan /

yang pada
ber-tasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berb
erouat

berupa kebebasan dalam
a halangan tertentt yang diakui oleh syara’ 4

sesuatu) kecuali ad
at disimpulkan bahwa yang dimaksud d
engan

Dari definisi di atas dap
ak yang memberikan keistimewaan k
epada pihak
yang

hak milik ialah guatu h
yasaan atau kewe
k untuk menggunakan dan mengambil manf:

aat

nangan atas suatu bend
a sehingga i
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memilikinya kek
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dari benda tersebut sepanj

s’adi, op-Cit, him. 54-55.
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B. Dasar Hukum
Harta benda yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya adalah mil
ah milik

Allah SWT, yang diamanatkan kepada si pemilik agar digunak
akan atau

dibelanjakan di jalan yang diridhai oleh Allah SWT sebagaiman
a telah

ditegaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 7 dan QS. An-Nur ayat 33
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bawah kekuasaan Hamzah bin Abdul M j

“ uthalib berk -
mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhn;;z ta}zc; ! Aku
dalah indah dan manis, barang siapa  mempero lehnya ;a ni
melakukan kewajibannyd maka diberi keberkatan baginya engan
banyak orang menyelami harta benda Allah dan Rasu[.Nyﬁ den ggz
mengikuti kehendak hawa éwj&unya maka tidak ad baginya kelak di

hari qgiamat kecuali neraka.

ain Rasuluilah bersabda :
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